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WALI KOTA BANJAR 
PROVINSI JAWA BARAT  

 

PERATURAN  WALI KOTA  BANJAR 
NOMOR 4  TAHUN  2017 

 
TENTANG 

 

PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK 
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

TAHUN ANGGARAN 2017 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BANJAR, 

 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap 

pembiayaan pendidikan dalam rangka program pendidikan anak 

usia dini, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 

2017;  
b. bahwa untuk tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat 

waktu serta terhindar dari penyimpangan pelaksanaan kegiatan 

program Pendidikan Anak Usia Dini melalui Bantuan Hibah 
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 
2017;  

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan 
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, sebagai salah satu 

bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan Dana Alokasi 
Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

Pendidikan Anak Usia Dini pada setiap tingkatan wajib 
melaporkan hasil kegiatan oleh karenaya diperlukan pedoman 
tentang Penggunaan Bantuan Hibah Dana Alokasi Khusus Non 

Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak 
Usia Dini Tahun Anggaran 2017;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali 
Kota tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Hibah Dana 

Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 
2017;  

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4246); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3401); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014   tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4864);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4890); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5157); 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
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beberapa kali diubah, terakhir dengan  Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di 
Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 
2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan 
Pendidikan Anak Usia Dini;  

17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Banjar Nomor 15); 

18. Peraturan Walikota Banjar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Walikota Banjar Nomor 19.a Tahun 2014 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 32 
Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta 

Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota 
Banjar; 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN 

BANTUAN HIBAH DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN 
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA 
DINI TAHUN ANGGARAN 2017.  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.  
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 
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rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar. 
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.  

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kota Banjar. 

7. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang selanjutnya disebut  DAK 

Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada 
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 

khusus Non Fisik yang merupakan urusan daerah.   
8. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia 

Dini yang selanjutnya disebut BOP PAUD adalah program 

pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya 
operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia 

dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan 
Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program 
PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan. 

9. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya 
disebut DAK Non Fisik BOP PAUD adalah dana yang 

dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk membantu 
penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi 

satuan pendidikan yang menyelenggarakan program 
pendidikan anak usia dini. 

10. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak 
lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 

lanjut.  
11. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-kanak, Kelompok 

Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD sejenis.   

12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur 

pendidikan formal yang menyelenggarakan program 
pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 
(enam) tahun.   

13. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan non formal yang menyelenggarakan program 

pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak 
usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan 

dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan 
berbagai layanan anak usia dini dan Satuan Pendidikan Non 
Formal keagamaan yang ada di masyarakat. 

14. Satuan Pendidikan Non Formal adalah Satuan Pendidikan Non 
Formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia 

dini. 
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BAB II 

TUJUAN  
 

Pasal 2 
 

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini yaitu :  

a. pemanfaatan DAK Non Fisik BOP PAUD tepat sasaran  dalam 
mendukung operasional penyelenggaraan PAUD secara efektif 

dan efisien; dan  
b. pertanggungjawaban keuangan DAK Non Fisik BOP PAUD 

dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, 

akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.   
 
 

BAB III 
JUMLAH DAN BESAR BANTUAN  

 
Pasal 3 

 

(1) Alokasi dana BOP PAUD ditetapkan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

(2) Perhitungan alokasi BOP PAUD per satuan Pendidikan Anak 
Usia Dini atau lembaga merupakan jumlah peserta didik 
dikalikan satuan biaya operasional penyelenggaraan 

Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak melebihi jumlah dana 
alokasi BOP PAUD.  
 

 
Pasal 4 

 
(1) Dana BOP PAUD dipergunakan untuk kegiatan operasional 

lembaga dan kegiatan yang menunjang pengembangan Standar 

Pendidikan pada Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut :  
a. Besar Dana BOP PAUD diberikan menggunakan 

perhitungan jumlah peserta didik dengan satuan biaya 
sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per peserta 
didik;  

b. Satuan PAUD atau lembaga yang layak mendapatkan 
alokasi BOP PAUD yang memiliki paling sedikit 12 (dua 
belas) peserta didik;  

c. Satuan PAUD atau lembaga menerima paling banyak Rp. 
36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);  

d. Pemberian awal setiap satuan PAUD diberi bantuan 
sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) 
untuk 12 (dua belas) peserta didik; dan  

e. Apabila telah terpenuhi maka kelebihannya diberikan 
kepada satuan PAUD yang peserta didiknya lebih dari 12 
(dua belas) orang. 

(2) Pemberian kelebihan anggaran dihitung berdasarkan jumlah 
peserta didik yang belum mendapatkan alokasi dibagi jumlah 

seluruh peserta didik diluar 12 (dua belas) peserta didik.  
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Pasal 5 

 
(1) Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada satuan PAUD di 

dasarkan pada Rencana Kerja Anggaran Satuan PAUD yang 
telah di susun dengan memperhatikan komponen sebagai 
berikut :  

Komponen Penggunaan Keterangan 

Kegiatan 
Pembelajaran 
dan Bermain  

1. Bahan bermain dan 
bahan belajar PAUD 
yang dibutuhkan;  

2. peralatan pembelajaran 
seperti kertas, krayon, 
spidol, pensil bahan 

habis pakai dan bahan 
pembelajaran sejenis 

lainnya;  
3. kegiatan pertemuan 

dengan orang tua/wali 

murid, kunjungan ke 
rumah anak 

Minimal 50% 
dari dana BOP 
PAUD 

Kegiatan 
Pendukung  

1. Penyediaan buku 
administrasi;  

2. Pembelian alat-alat 

deteksi dini tumbuh 
kembang (DDTK), 

pembelian obat-obat an 
ringan dan isi kotak 
pertolongan pertama 

pada kecelakaan; 
3. biaya pertemuan guru 

di kegiatan gugus 

PAUD, menghadiri 
kegiatan peningkatan 

kapasitas pendidik, dan 
transport petugas 
kesehatan kunjung;  

4. menambah transport 
pendidik; dan  

5. penyediaan makanan 
sehat 

Maksimal 35%  

Kegiatan 

lainnya  

1. perawatan sarana dan 

prasarana termasuk 
perbaikan dan 

pengecatan ringan;  
2. dukungan penyediaan 

alat-alat publikasi 

PAUD;  
3. langganan listrik, 

telepon/internet, air  

Maksimal 15% 

(2) Lembaga dan besaran BOP-PAUD untuk tiap-tiap satuan PAUD 
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota. 
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Pasal 6 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Banjar. 

 
 

Ditetapkan di Banjar 
pada tanggal 13 Maret 2017  
 

WALI KOTA BANJAR, 
 
 

 
 

ADE UU SUKAESIH 
 
 

 
 

 
 

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 13 Maret 2017 
 
PELAKSANA TUGAS  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 
 

 
 
 

  YUYUNG MULYA SUNGKAWA  
 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 4 


